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GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR  26 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2013  

TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK 

PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR 

LINTAS KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR  JAWA  TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4550/AP.204/ 

DRJD/2019 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan 

Perintis Tahun Anggaran 2020, terdapat lintas 

penyeberangan perintis baru yang belum ditetapkan 

tarifnya di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan 

Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, 

Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota 

di Wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang 

Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk 

Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat 

Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 

Jawa Timur; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 

tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk 

Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat 

Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 

Jawa Timur; 



   

Mengingat . . . 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 

1950); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran            (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Penyeberangan; 

 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 

2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi 

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;  
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 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 

tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk 

Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat – Alat 

Berat/ Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 

Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan 

Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, 

Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota 

di Wilayah Provinsi Jawa Timur; 

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 47 

TAHUN 2013 TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN 

PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, 

KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS 

KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan 

Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, 

Kendaraan, Alat – Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di 

Wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan 

Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, 

Kendaraan, Alat – Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di 

Wilayah Provinsi Jawa Timur, diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.  

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   12 Mei 2020  

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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Diundangkan di  Surabaya 

pada tanggal    12 Mei 2020 

  

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH, MH  

Pembina 

NIP. 19690129 199303 2 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  

TAHUN 2020 NOMOR 26, SERI E. 

 

 

 

 

 


